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ABSTRAK

JUDUL : ROYA HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILUNASI OLEH
DEBITUR DALAM HAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN YANG
DIKUASAI OLEH KREDITUR HILANG/RUSAK

Dalam pengajuan Roya Hak Tanggungan, dimana Sertifikat Hak Tanggungan
yang menjadi salah satu 1 (satu) dokumen syarat pengajuan Roya Hak Tanggungan
hilang/rusak, sehingga tidak dapat dilampirkan saat pengajuan Roya Hak Tanggungan
di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bersifat normatif schingga data yang digunakan
merupakan data primer, sekunder, dan tersier. Sebagai pengganti Sertifikat Hak
Tanggungan, Akta tersebut dibuat oleh Notaris. Akta Konsen Roya/Akta Izin Roya
merupakan Akta Otentik, dimana pembuatan Akta Otentik merupakan kewenangan .
yang dimiliki oleh Notaris berdasarkan Pasal 15 Ayat Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Secara khusus belum ada aturan yang mengatur
mengenai Akta Konsen Roya/Akta Izin Roya, namun secara hukum Akta Konsen
Roya/Akta lzin Roya dapat diterima sebagai konsekuensi adanya wewenang dari
Notaris. Bila pihak dalam Hak Tanggungan akan mengajukan Roya Hak
Tanggungan, sedangkan Sertifikat Hak Tanggungan yang menjadi salah 1 (satu)
syaratnya tidak dapat dilampirkan, maka pihak dalam Hak Tanggungan dapat
mengganti Sertifikat Hak Tanggungan dengan Akta Konsen Roya/Akta Izin Roya
yang dibuat oleh Notaris. Penggunaan Akta Konsen Roya/Akta Izin Roya sebagai
pengganti Sertifikat Hak Tanggungan disebutkan dalam Lampiran II Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor | Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
dan Pengaturan Pertanahan.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Akta Konsen Roya/Akta Izin Roya
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan
berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku usaha dalam
mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal usahanya dengan cara
melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Dimana kredit yang
banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak Tanggungan,
meskipun di dalam jaminan dikenal juga beberapa lembaga jaminan, seperti fidusia,

dan gadai.t

Dewasa ini ada berbagai macam lembaga pembiayaan, salah satunya adalah
bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Dalam
prakteknya bank menghimpun dana dari masyarakat dengan cara, yaitu masyarakat

yang ingin menyimpan dana yang dimilikinya secara langsung datang dan

! Bachtiar Jajuli, Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Akademika
Pressindo, Jakarta, 1987, him. 43.



menyimpankan dana yang mereka punya ke bank. Dalam menyalurkan dana ke
masyarakat, bank memberikan pinjaman ke masyarakat dengan sistem pengembalian

secara berangsur-angsur atau kredit.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, credere, yang bearti
kepercayaan. Misalkan, seseorang nasabah yang memperoleh kredit dari bank tentu
seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. hal ini menunjukkan bahwa yang
menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah
kepercayaan.?  Dalam prakteknya untuk mendapatkan kepercayaan dari bank
seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman harus memberikan jaminan kepada

bank.

Salah satu objek jaminan yang diberikan dapat berupa Sertifikat Hak atas
Tanah yang menjadi hak dari pemberi jaminan, hal ini dilakukan untuk memberikan
kepastian bahwa pemberi jaminan akan memenuhi prestasinya, dan untuk
memberikan kekuatan eksekutorial kepada penerima jaminan untuk mengeksekusi
barang yang dijaminkan apabila pemberi jaminan cidera janji. Dalam hal ini
seseorang yang memberikan jaminan terhadap barang miliknya disebut debitur, dan

yang menerima jaminan barang disebut kreditur.

2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta,
2005, him. 3.



J. Satrio mengemukakan bahwa dari pasal 1131 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dapat disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai

berikut: 2

1. Seorang kreditur dapat mengambil pelunasan dari setiap bagian harta
kekayaan debitur;
2. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan tersebut;

3. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk mendapatkan kepercayaan dari
bank, debitur memberikan sebuah jaminan Sertifikat Hak atas Tanah, sistem
pinjaman dengan jaminan Sertifikat Hak atas Tanah yang dilakukan antara pihak
pemberi jaminan sebagai debitur dan bank sebagai penerima jaminan yang

dinamakan kreditur ini dikenal dengan istilah Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, memberikan
definisi “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah”, yang selanjutnya disebut “Hak Tanggungan”, sebagai berikut (Pasal 1 ayat (1)
UUHT): “Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang

% Rachmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Djambatan,
Jakarta, 1999, him. 22.



memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lain”.*

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap

kegiatan, yaitu:®

1. Tahap pemberian Hak Tanggungan, vyaitu dengan dibuatnya Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin.

2. Tahap pendaftaran di Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak

Tanggungan tersebut.

Kewajiban pendaftaran Hak Tanggungan dirumusakan dalam Pasal 13
Undang-Undang Hak Tanggungan. Dari rumusan Pasal 13 Undang-Undang Hak
Tanggungan tersebut dapat diketahui bahwa Hak Tanggungan lahir pada saat
pendaftaran Hak Tanggungan pada Buku Tanah Hak atas Tanah yang dibebankan

dengan Hak Tanggungan.®

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan:’

4 Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, him. 11.

5 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 173.

6 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Pranan Media Group, Jakarta,
2006, him. 214.

" Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.



“Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan
menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.
Sertifikat Hak Tanggungan ini diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan.

Apabila Hak Tanggungan telah terdaftar dan semua berkas telah lengkap.
Sebagai tanda bukti adanya atau lahirnya Hak Tanggungan Kantor Pertahanan akan

menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.®

Berdasarkan yang diuraikan sebelumnya  Sertifikat Hak Tanggunan
merupakan bukti adanya Hak Tanggungan yang dibebankan pada Hak atas Tanah,
dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan membuat irah-
irah “DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”. Hal ini menyebabkan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan memiliki hak

eksekutorial sama dengan putusan pengadilan, apabila debitur cedera janji.

Berdasarkan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh Sertifikat Hak
Tanggungan, kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap hak atas tanah yang
dibebankan oleh Hak Tanggungan tanpa menunggu adanya putusan dari pengadilan
melalui pelelangan umum, hal ini dapat dilihat dalam pasal 6 Undang Undang Hak
Tanggungan, “Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri

8 Adrian Sutedi, op.cit., hlm. 188.



melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

tersebut”.®

Selain memiliki kekuatan eksekutorial, Sertifikat Hak Tanggungan juga
menjadi syarat untuk melakukan Roya Hak Tanggungan di Kantor Badan Pertanahan
Nasional, dimana Sertifikat Hak Tanggungan akan diberi catatan oleh kreditur bahwa
Hak Tanggungan hapus, karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak
Tanggungan sudah lunas, lalu dilampirkan saat debitur mengajukan Roya terhadap
Hak Tanggungan, namun bagaimana bila Sertifikat Hak Tanggungan yang dipegang
oleh kreditur hilang/rusak, dan bagaimana debitur melakukan Roya Hak Tanggungan
di Kantor Pertanahan apabila Sertifikat Hak Tanggungan hilang/rusak, sehingga tidak

dapat dilampirkan pada saat akan melakukan Roya Hak Tanggungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
yang lebih dalam mengenai Roya Hak Tanggungan dimana Sertifikat Hak

Tanggungan yang dipegang kreditur hilang/rusak, yang penulis susun dengan judul:

“ROYA HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILUNASI OLEH DEBITUR
DALAM HAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN YANG DIKUASAI OLEH

KREDITUR HILANG/RUSAK”

® Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa legalitas Akta Konsen Roya/Akta Izin Roya dalam Undang-Undang
Hak Tanggungan?

2. Bagaimana pengajuan Roya Hak Tanggungan yang telah dilunasi oleh
debitur di Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam hal Sertifikat Hak
Tanggungan yang dikuasasi kreditur hilang/rusak berdasarkan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas pemberian Akta Konsen Roya/Akta Izin Roya
dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

2. Untuk mengetahui pengajuan Roya Hak Tanggungan yang telah dilunasi
oleh debitur di Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam hal Sertifikat
Hak Tanggungan yang dikuasasi kreditur hilang/rusak berdasarkan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor



1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis
Penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi, menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan serta sumbangan literatur bagi para
pembacanya khususnya yang di bidang hukum perdata, terutama yang
berhubungan dengan akta Konsen Roya/Akta Konsen Roya/Akta lzin
Roya.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar membantu
dan memberi masukan, serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang
terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang

berminat pada bidang hukum perdata ini.



E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan merupakan bingkai penelitian, yang
menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area
penelitian.’® Pembahasan mengenai Roya Hak Tanggungan dalam Hal Sertifikat Hak
Tanggungan yang dikuasai oleh kreditur hilang/rusak ini cukup luas. Oleh karena itu,
penulis akan membatasi ruang lingkup pada skripsi ini agar skripsi ini menjadi
terarah dan sesuai dengan objek permasalahan yang ada sehingga tidak menyimpang

dari masalah yang ada. Penulisan skripsi ini dititik beratkan pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011, him. 111.



F. KERANGKA TEORI
Kerangka Teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari
rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari

bahan hukum dan analisis bahan hukum.!

Kerangka teoritis dan konsepsional antara lain berisi tentang pengkajian
terhadap teori-teori, definisi—definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan
pengertian dan landasan operasinonal dalam pelaksanaan penelitian.'? Jadi teori yang

penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

1. Teori Perjanjian
Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling

berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan suatu hal. Dilihat dari peristiwa ini, maka timbulah suatu
hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu

menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam

11 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007, him. 61.

12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 30.

13 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, CV
Pustaka Setia, Bandung, 2011, him.119.
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bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.*

Adapun berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

para pihak yang ada dalam perjanjian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan ini telah terjadi dengan adanya kehendak dari para pihak
yang melakukan perjanjian tersebut dengan cara bertemunya antara penjual
dengan pembeli. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik
dengan tertulis mapun secara tidak tertulis.'® Kesepakatan ini akan jadi tidak
sah apabila suatu perjanjian dibuat berdasarkan, kesalahan, menyalahgunakan
keadaan, serta penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan untuk membuat perikatan yaitu, berarti para pihak yang
membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah
dewasa.'® Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tentang kebelum dewasaan, yang mana dapat dikatakan seorang yang

belum cakap atau belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun,

14 R, Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, him. 6.

SAhmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Perjanjian Makna Pasal 1233 sampai 1456
BW, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, him. 68.

16 Rejeki Tua Hutahaean, Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dikutip dalam
http://hukumx.blogspot.co.id/2014/02/perjanjian-menurut-pasal-1320-kuh.html, diakses pada tanggal
26-Maret-2018, pukul 19.20 WIB.
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belum melakukan perkawinan serta berada dalam pengampuan meskipun
umurnya telah mencapai 21 tahun atau sudah melakukan perkawinan.’

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya
melakukan suatu perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan, jelas
atau setidak-tidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengambang ataupun

samar-samar.18

4.  Suatu sebab yang halal

Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan
kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa
isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan, serta ketertiban umum.*®

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Fitgerald yang
dikembangkan oleh  Salmond, bahwa hukum bertujuan  untuk
mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

kehidupan masyarakat dengan cara membatasi, karena dalam suatu lalu lintas,

17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.
18 1hid.
19 Ibid.
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kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara membatasi

kepentingan di lain pihak.?°

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-
subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya suatu perlanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mecegah suatu
pelanggaran dan memberikan rambu-rambu serta batasan-batasan dalam

melakukan sutau kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehubungan dengan permasalahan, maka teori ini digunakan

untuk menganalisis substansi dari aturan hukum yang berlaku, sehingga

20 Fitzgerald dan Salmod, dalam Satjipto Raharjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000, hlm. 53.
2L Ibid, him. 20.
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dapat diketahui apakah aturan hukum itu memberikan perlindungan
kepada kreditur dalam hal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh

kreditur.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya
membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-
aturan hukum membuktikan bahwa hukum itu tidak bertujuan untuk
mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk

kepastian.??

G. METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Setelah
melakukan analisa selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta
hukum yang ditemukan dan kemudian diusahakan untuk menemukan suatu jalan
keluar terhadap pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-

gejala yang ada.?

22Bisdan Sigalingging, Teori Tentang Perjanjian, dikutip dalam
http://bisdansigalingging,blogspot.co.id/2014/10/teori-tentang-perjanjian.html, diakses pada tanggal
3-April-2018, pukul 12:40 WIB.
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1996, him. 43.
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa metode
penelitian merupakan suatu unsur yang harus ada dalam penelitian. penelitian
meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji masalah yang ada pada penelitian ini penulis
menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu
penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi dari peraturan-
peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh. Jenis data tersebut akan dijadikan sumber dalam
penelitian yang berupa sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara
mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Bahan-bahan
hukum tersebut dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat,
terdiri dari:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah.
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3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari
bahan pustaka yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian antara
lain berupa buku-buku, dokumen serta publikasi yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berguna untuk
mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri

dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data
melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan
cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari buku-buku
dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
dan juga pengumpulan data dari internet. Hal ini dikarenakan penulis

menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif.

16



4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan secara lengkap, maka langkah
selanjutnya adalah tahap pengolahan dan menganalisis bahan hukum yang
merupakan tahap penting. Dalam penelitian normatif yang dilakukan oleh
penulis, pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis
bahan hukum dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap
peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan analogi dan
penghalusan serta dilakukan dengan sistematisisasi terhadap bahan-bahan

hukum tertulis.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu
dengan cara pengambilan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi

kesimpulan yang bersifat khusus.?*

H. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk mempermudah pembahasan, penulisan akan disusun ke dalam beberapa

bab, yang masing-masing berisi uraian sebagai berikut :

24 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, him. 35.
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BAB | : PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka

Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini diuraikan mengenai Sejarah Hak Tanggungan, pengertian
Hak Tanggungan, asas-asas dalam Hak Tanggungan, prosedur terbitnya Hak

Tanggungan, syarat-syarat untuk melakukan Roya Hak Tanggungan.

BAB Ill : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan legalitas Akta Konsen Roya/Akta Izin
Roya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan menganalisis bagaimana
Roya Hak Tanggungan diajukan oleh debitur dalam hal Sertifikat Hak

Tanggungan yang dikuasai oleh kreditur hilang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban

terhadap permasalahan yang diteliti dan Saran.
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